Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana Kepala Daerah menyampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihr dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Anggaran Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); . .
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);

" Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

(1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat 7 (tujuh) jenis laporan:
laporan realisasi anggaran,

laporan perubahan SAL;

neraca;

laporan operasional,

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.
rmuom.md keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan

ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

@o Qo o



Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan :Rp 1.545.080.230.884,74
b. Belanja :Rp 1.490.658.527.213,49
Surplus/Defisit :Rp 54.421.703.671,25

PEMBIAYAAN :
Penerimaan : Rp 11.026.844.179,66
Pengeluaran :Rp 8.000.000.000,00
Pembiayaan netto : : Rp 3.026.844.179,66

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut ;
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(9.728.151.836,74) dengan rincian
sebagai berikut;

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan :Rp 1.535.352.079.048,00
b. Realisasi :Rp_1.545.080.230.884,74
Selisih Lebih /Kurang : Rp (9.728.151.836,74)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp51.360.297.678,51 dengan rincian sebagai
berikut;

a. Anggaran belanja setelah perubahan :Rp 1.542.018.824.892,00
b. Realisasi :Rp_1.490.658.527.213,49
Selisih Lebih /Kurang ' Rp 51.360.297.678,51

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp61.088.449.515,25 dengan rincian
sebagai berikut;
a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan : Rp (6.666.745.844,00)
b. Realisasi : Rp 54.421.703.671,25
Selisih Lebih /Kurang : Rp 61.088.449.515,25




4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.639.901.664,34 dengan
rincian sebagai berikut;

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan :Rp 14.666.745.844,00
b. Realisasi :Rp 11.026.844.179,66
Selisih Lebih/Kurang ‘Rp 3.639.901.664,34
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut;
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan :Rp 8.000.000.000,00
b. Realisasi :Rp 8.000.000.000,00

Selisih Lebih/Kurang ‘Rp 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.639.901.664,34 dengan rincian
sebagai berikut;

a. Anggaran pembiayaan setelah perubahan :Rp 6.666.745.844,00
b. Realisasi : Rp 3.026.844.179,66
Selisih Lebih/Kurang :Rp 3.639.901.664,34

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut ;

a. Jumlah Asset : Rp 2.040.431.119.143,96
b. Jumlah Kewajiban : Rp 57.557.292.119,22
c. Jumlah Ekuitas Dana : Rp 1.982.873.827.024,74



Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut;

a. Saldo kas awal Per 1 Januari Tahun 2024 :Rp 11.026.844.179,66

b. Arus Kas dari aktivitas operasi :Rp 288.580.823.376,62

c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan :Rp (234.159.119.705,37)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan : Rp (8.000.000.000,00)

e. Arus kas dari aktivitas non-anggaran : Rp 0,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024 : Rp 57.448.547.850,91
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g untuk Tahun Anggaran 2024
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2
Lampiran [.3
Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan
Organisasi;

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan,;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,
program,kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

Laporan Operasional (LO);



Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX.1
Lampiran XX.2

.
.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Neraca

Laporan Arus Kas (LAK);

Catatan atas laporan keuangan (CALK);

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (invetasi) Pemerintah Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang; _

Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya; dan

Ikhtisiar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah terdiri atas:
Ikhtisiar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Ikhtisiar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
a. Catatan atas laporan keuangan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII

Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal--28 Aqustus 2025

BUPATI ' AJENE DAN KEPULAUAN
VAT, : ) ol S " J...

Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal 2% Aqugbus 2025
SEKRETARIS DAERA

BUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAH
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANG

UN 2025 NOMOR . . 5.
KAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK. 05. 06(. 26



